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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUR.AN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 352 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PENYELlDIKAN, PENGUJIAN DAN PENGUI<URAN TATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES,lI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JlI,KARTA,
I"

Mer.;mbang: bahwa ber~a~arkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah NomoI'
12 Tahun 20H tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 55 ayat (2)
Peraturan: Gubernur NomoI' 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tata Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran Tata Air;

Men;J,ngat 1. Undang- Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang K~ uangan Negara;

2. Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara;

3. Undang-Undang NomoI' 7 Tahun 2004 tentang Surnber Daya Air;

4. UndangTUndang NomOI' 15 Tahun 2004 ten tang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

5. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Undang-Un:Jang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

7. Undang-Undang NornaI' 5 tahun 2014 tentang Apar3tur Sipil Negara;

8. Undang-Undang NornaI' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan F'ernerintah Pengganti
Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 lentang Administrasi
Pemerinlahan;

•
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 352 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UJNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN TATA AIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
.p1 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 
' 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 55 ayat (2) 

Peraturan· Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Tata Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Penyelidikan, 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air; 

Merimbang : 

Meng.ngat 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K uangan Negara, 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 

4. Undang;Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 



Menelapkan
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tent,mg Tata Pengaturan
Air;

11. Peratur<3n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

I
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan·Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai:

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pl':mgelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

18. Peratuf~n Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang CJrganisasi Perangkat
Daerah;

20. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN. PENGUJIAN
DAN PENGUKURAN TATA AIR.

I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu-an Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerinta,l Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. '

.!~ ';
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan 
Air; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja lnstansi Pemerintah: 

I 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai: 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

18. Peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, 

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

20. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Tata Air Provinsi OKI Jakarta; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISASI 
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN. PENGUJIAN 
DAN PENGUKURAN TATA AIR. 

I 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu an Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Pemerinta,1 Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 



3

4. Sekre.taria\ Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan K,epegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

9. DinaslTatCi Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Air Prov nsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

11. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air yang
selanjutny<l disebut UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata
Air adalah Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran
Tata Air Dinas Tata Air.

12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Penyelidikan. Pengujian dan
Pengukuran Tata Air.

13. Satuan I-<erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis1ngkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas jalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasark,m peraturan perundang-undangan.

16. Pegawai' Negeri Sipil adalah warga negara IndonE sia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap 016h pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

17. Pegaw~i Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia lang memenuhi syarat tertenlu. yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka
melak,sallakan tugas pemerintahan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Per'!turan Gubernur ini dibentuk UP. Penyelidikan, Pengujian dan
Pengukuran :rata Air.
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4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

6. Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro 
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
Sekretariat Daerah. 

9. Dinasl Tata Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus bukota 
Jakarta. 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Air Prov nsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

11. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air yang 
selanjutnya disebut UP, Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata 
Air adalah Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran 
Tata Air Dinas Tata Air. 

12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan 
Pengukuran Tata Air. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Saluan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disvngkat UKPD adalah 
Unit Kerja atau Subordinat SKPD. 

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas lalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

17. Pegawai Femerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UP. Peryelidikan, Pengujian dan 
Pengukuran Tata Air. ·, 
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BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air merupakan Unil
Pelaksana Te~nis Dinas Tala Air dalam pelaksanaan penyelidikan.
pengujian dan pengukuran bidang kelalaairan.

(2) UP. PelJyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tala Air dipimpin oleh
seorang Kepaia Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) UP. Penyeli~lik3n, Pengujian dan Pengukuran Tala Air mempunyai lugas
melaksanakan penyelidikan, penguJlan dan pengukuran di bidang

I

kelalaairan..

(2) Untuk me!aksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tala Air menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan rencana stralegis dan rencana kerja anggaran UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air;

C. penyusunan pedoman, standar dan prosedur UP Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran Tata Air;

d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana teknis UP. Penyelidikan, Pengujian
dan Pengukuran Tata Air;

e. pelaksanaan penyelidikan, pengujian dan pen!;ukuran di bidang
ketataairan;

f. pelaksanaan kegiatan pengukuran debit dan ketinggi8n air;

g. pelaksanaan pelayanan terhadap wajib retribusi pekerjaan penyelidikan.
pengujian dal' pengukuran bidang ketataairan;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu penyelidikan.
pengujian dan pengukuran bidang ketataairan;

i. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas penyelidikan.
pengujian dan pengukuran bidang ketataairan;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersedic.an. kelaikan clan
penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan, pengujian dan
pengukura~ bidang kelataairan;

k. pelaksan'aan optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidlkan, pengujian dan
pengukuran bidang ketataairan;

I. pelaksar'aan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Inslansi
Pemerintah/~,wasla dalam rangka pelaksanaan penyelidikan. pengujian
dan penou',u'an di bidang ketataairan:

4 

BAB Ill 

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) UP Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air merupakan Unit 
Pelaksana Te«nis Dinas Tata Air dalam pelaksanaan penyelidikan, 
pengujian dan pengukuran bidang ketataairan. 

(2) UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air dipimpin oleh 
seorang Kepaa Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 4 

(1) UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air mempunyai tugas 
melaksanakan penyelidikan, pengujian dan pengukuran di bidang . ' ketataairan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air: 

c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur UP, Penyelidikan, 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air; 

d. penyusunon rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana teknis UP. Penyelidikan, Pengujian 
dan Pengukuran Tata Air; 

e. pelaksanaan penyelidikan, pengujian dan pengukuran di bidang 
ketataairan; 

f. pelaksanaan kegiatan pengukuran debit dan ketinggian air; 

g. pelaksanaan pelayanan terhadap wajib retribusi pekerjaan penyelidikan. 
pengujian dan pengukuran bidang ketataairan; 

h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu penyelidikan, 
pengujian da pengukuran bidang ketataairan; 

i. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas penyelidikan, 
penguiian dan pengukuran bidang ketataairan; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan 
penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan, pengujian dan 
pengukuran bidang ketataairan; 

k. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan, pengujian dan 
pengukuran bidang ketataairan; 

I. pelaksanaan kerja sama dengan SKPD/UKPD danlatau Instansi 
Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, pengujian 
dan pengu'uan di bidang ketataairan; 
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m. pelaksanaan penerimaan, pemungutan, penatausahaan. penyetoran dan
pertanggungjawaban laporan retribusi;

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Penyelidikan.
Pengujian dan Pengukuran Tata Air;

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP. Penyelidikan.
Pengujian'dan Pengukuran Tala Air;

p. pengelolaar kearsipan, data dan inlormasi UP. Penyelidikan. Pengujian
dan Pengukuran Tata Air;

q. pengelolaap prasarana dan sarana UP. Penyelidikan, Pengujian dan
Pengukuran Tata Air;

r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaluran acara UP Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran Tata Air; dan

s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan lungsi UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tala Air,,

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tala
Air, terdiri dari ;

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian;

d. Satuan Pelaksana Pengukuran; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susun<ln Organisasi UP, Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran
Tata Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Percturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit merilj)Jnyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan lungsi
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan
Subkelompok J;3batan Fungsional;

C. melaksanaka'r koordinasi dan kerja sama dengan SI-<PD/UKPD dan/atau
Instansi pem~rintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan lungsi UP,
Penyelidii<an P'3ngujian dan Pengukuran Tata Air; da,

d. melaporkan 'an mempertanggungjawabkan pela"sanaan lugas dan lungsi
UP. Penyelidl, an, Pengujian dan Pengukuran Tata Air,

f

, I,,.
•
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m. pelaksa.naan penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan 
pertanggungjawaban laporan retribusi; 

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Penyelidikan. 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air; 

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP. Penyelidikan. 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air; 

p. pengelolaar kearsipan, data dan informasi UP. Penyelidikan, Pengujian 
dan Pengukuran Tata Air; 

q. pengelolaan prasarana dan sarana UP, Penyelidikan, Pengujian dan 
Pengukuran Tata Air; 

r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. Penyelidikan. 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air; dan 

s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air. 

BAB IV 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata 
Air, terdiri dari : 

a. Kepala Unit; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian; 
d. Satuan Pelaksana Pengukuran; dan 
e. Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran 
Tata Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perzturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Kepala Unit 

Pasal 6 

Kepala Unit mempanyai tugas: 

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air 
dimaksud dalam Pasal 4; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan 
Subkelompok Jabatan Fungsional; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau 
lnstansi Pem�rintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air; dan 

d. melaporkan lan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UP. Penyelidlkan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air. 

f 

.I 

dan fungsi 
sebagaimana 



· ~.

':
I

'~

,I
'I '
"

6

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal7

(1 ) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalarn pelaksanaan
administrasi UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air.

(2) Subbagian Tc·ta Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :,
a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran

UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan
lingkup tw.gasnya;

e. mengoordinasikan penyusunan reneana strategis dan reneana kerja
dan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air:

d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedllr UP Penyelidikan.
Pengujiari dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan lingkllp tllgasnya:

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rene.ana strategis serta dokllrnen pelaksana3n anggaran UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air:

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air:

g. melaks~nckan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air:

h. melaksa,nakan publikasi kegiatan dan pengaturan aeara UP.
Penyelid}kan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air:

i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, perneliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja UP. Pen:lelidikan. Pengujian
dan Pen,gl}kuran Tata Air;

J. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data can inforrnasi UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air:

k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan
pelaporan penerimaan retribusi UP. Penyelidikan. Pengujian dan
Pengllkur8.n Tata Air;., .

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
kegiatan serta akuntabilitas UP. Penyelidikan, Pengujian dan
Pengukuran Tata Air; dan

m. melaporka.l dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Penglljian

Pasal 8

(1) Satuan Pela <sana Penyelidikan dan Pengujian merup,.kan satuan kerja lini
UP. Penyeli<likan, Pengujian dan Pengukuran Tat3 Air dalam pelaksanaan
penyelidikan dan pengujian bidang ketataairan.

6 

( 1 ) 

Bagian Ketiga 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 7 

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan 
administrasi UP, Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air. 

(2) Subbagian Tcta Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 
I 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air: 

d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur UP. Penyelidikan. 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya: 

e. melaksanekan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air: 

f. melaksanekan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air: 

g. melaksanckan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air: 

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air; 

i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana kerja UP. Penyelidikan, Pengujian 
dan Pengukuran Tata Air; 

j. melaksanekan pengelolaan kearsipan, data can informasi UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air: 

k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan 
pelaporan penerimaan retribusi UP. Penyelidikan, Pengujian dan 
Pengukuran Tata Air; 

dan 
dan 

' ' mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja 
kegiatan serta akuntabilitas UP. Penyelidikan, Pengujian 
Pengukuran Tata Air: dan 

m. melaporka dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha. 

I. 

Bagian Keempat 

Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian 

Pasal 8 

(1) Satuan Pela«sana Penyelidikan dan Pengujian merupzkan satuan kerja lini 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air dalam pelaksanaan 
penyelidikan dan pengujian bidang ketataairan. 
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(2) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian dipimpin oleh seorang,
Kepala Satuall Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan stn.iktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan diber~e11tikanoleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan PelakE,ana Penyelidikan dan Pengujian mempunyai tugas :

a, menYLJsun bahan reneana strategis dan renealla kerja anggaran UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukurall Tata Air sesuai dengan
lingkup tU~Jasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan
Iingkup tU\lasnya;

e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan
penyelidikan dan pengujian laboratorium bidang ketataairan:

d. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengujian laboratorium:

e. melakLJ~.an analisis berdasarkan data hasH penyelidikan dan pengujian
laboratoriurn;

f. melaksanakan memelihara dan merawat peralatan penyelidikan dan
pengujian laboratorium;

g. mengadakan kalibrasi peralatan penyelidikan dan pengujian
laboratoriurn;

h. melaksanakan pembinaan dan pengernbangan mutu penyelidikan dan
pengujian bidang ketataairan

i. melaksanakan jaminan mutu penyelidikan dan pengujian laboratorium:

j. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan
kualitas penyelidikan dan pengujian bidang ketata,liran

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersejiaan. kelaikan dan
penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan can pengujian bidang
ketataaira l

I. optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dan pengujian bidang
ketataah'an;

m. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi
Pernerintah/Swasta dalarn penyelidikan dan pengujian laboratoriurn:
dan

n. melaporkcln dan mempertanggungjawabkan pelak~;anaan tugas Satuan
Pelaksancl Penyelidikan dan Pengujian.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengukuran

Pasal 9

(1) Satuan °elaksana Pengukuran rnerupakan satuar, kerja lini UP.
Penyelidif;an, Pengujian dan Pengukuran Tata Air dalam pelaksanaan
pengukuran bidang ketataairan.
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(2) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian dipimpin oleh seorang 
Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Unit. 

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan 
jabatan struktural. 

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat 
dan diberhetikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit. 

(5) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan 
penyelidikan dan pengujian laboratorium bidang ketataairan: 

d. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengujian laboratorium: 

e. melakukan analisis berdasarkan data hasil penyelidikan dan pengujian 
laboratorium; 

f. melaksanakan memelihara dan merawat peralatan penyelidikan dan 
pengujian laboratorium; 

g. mengadakan kalibrasi peralatan penyelidikan dan pengujian 
laboratoriurn; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu penyelidikan dan 
pengujian bidang ketataairan 

i. melaksanakan jaminan mutu penyelidikan dan pengujian laboratorium: 

j. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan 
kualitas penyelidikan dan pengujian bidang ketataairan 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan 
penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan can pengujian bidang 
ketataaira 

I. optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dan pengujian bidang 
ketataairan; 

m. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau lnstansi 
Pemerintah/Swasta dalam penyelidikan dan pengujian laboratorium, 
dan 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian. 

Bagian Kelima 

Satuan Pelaksana Pengukuran 

Pasal 9 

(1) Satuan elaksana Pengukuran merupakan satuan kerja lini Up 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air dalam pelaksanaan 
pengukuran bidang ketataairan. 
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(2) Satuan Pelaksana Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
Pelaksana ya.lg berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala Sattlan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan Pelaksana Pengukuran mempunyai tugas:

a. menyusurl bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tate< Air sesuai dengan
lingkup tu<;asnya;

b. melaksijlnakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UP. Pef.lyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan
lingkLlp tugasnya;

c. meny'IJ~Un bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan
peng,lk(.Iran bidang ketataairan;

d. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang ketataairan;

e. melaksanakan kegiatan pengukuran debit dan keti',ggian air;

f. melaku~an analisis berdasarkan data hasil pengukuran;

g. melaKsElnakan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengukuran;,
h. mengaaal:an kalibrasi peralatan pengukuran;

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pengukuran
bidang kelataairan

j. melaksanakan jaminan mutu pengukuran;

k. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan
kualiti3s pengukuran bidang ketataairan

I. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan. kelaikan dan
penggunaan prasarana dan sarana pengukuran bidang ketataairan

m, optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dE.n pengujian bidang
ketata aira n;

n, melaksan3kan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi
PemE;rintahl Swasta dalam pengukuran; dan

b. melaporkiln dan mempertanggungjawabkan pelak3anaan lLigas Satuan
Pelaksana Pengukuran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata IIiI' dapat mempunyai
Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat' Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnelaksanakan
tugas dalarn susunan organisasi struktural UP. Perlyelidikan, Pengujian
dan Pengukuran Tata Air.

I
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(2) Satuan Pelaksana Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan 
Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Unit. 

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan 
jabatan struktural. 

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat 
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit. 

(5) Satuan Pelaksana Pengukuran mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. menyustun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan 
pengukuran bidang ketataairan; 

d. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang ketataairan; 

e. melaksanakan kegiatan pengukuran debit dan ketiggian air, 

f. melakukan analisis berdasarkan data hasil pengukuran; 
g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengukuran; 

' h. mengaaakan kalibrasi peralatan pengukuran; 
i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pengukuran 

bidang ketataairan 

j. melaksanakan jaminan mutu pengukuran; 

k. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan 
kualitas pengukuran bidang ketataairan 

I. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan 
penggunaan prasarana dan sarana pengukuran bidang ketataairan 

m. optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dzn pengujian bidang 
ketata airan; 

n. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi 
Pemerintah/ Swasta dalam pengukuran; dan 

b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Pengukuran. 

Bagian Keenam 

Subkelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air dapat mempunyai 
Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
tugas dalam susunan organisasi struktural UP, Peniyelidikan, Pengujian 
dan Pengukuran Tata Air. 

I 
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Pasal11

(1) Dalam rarlgka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsional, ,dibentuk SUbkelompok Jabatan Fungsional UP Penyelidikan.
Pengujian dan Pengukuran Tata Air sebagai bagian dari Kelompok
Jabatan Fungsional Dinas Tata Air.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayal (1)
dipimpin bleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan
di bawahdan.bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a
ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas alas usul Kepiila Unit dari pejabat
fungsionai yang berkompeten dan berinlegritas.

(4) Ketentuap lebh lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP. Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran Tata Air diatur dengan Peraturan Gubernur
sebagai babian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Tata Air sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12
",

(1) Kepala Unit s"bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan
Struktural EselJn III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UP. Penyelidikan. Pengujian
dan Penbukuran Tata Air wajib taat dan berpedornan pad a ketentuan
peraturan' per,mdang-undangan.

(2) Kepala Unit rnengembangkan koordinasi dan kmja sarna dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swa,;ta dalam rangka
meningka~kan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
UP. Penyelidik8n, Pengujian dan Pengukuran Tata Air.

:
Pasal 14

Kepala Unit,' Kepe.la Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP.
Penyelidikan, Pen~ujian dan Pengukuran Tata Air wajib rnelaksanakan tugas
masing-masing se suai dengan ketentuan peraturan peruns ang-undangan serta
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi. simplifikasi.
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
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Pasal 11 

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat 
fungsional, .dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UP. Penyelidikan, 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air sebagai bagian dari Kelompok 
Jabatan Fungsional Dinas Tata Air. 

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin blh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas alas usul Kepala Unit dari pejabat 
fungsional yang berkompeten dan berintegritas. 

(4) Ketentuan leb h lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP. Penyelidikan, 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air diatur dengan Peraturan Gubernur 
sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Tata Air sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V 
ESELON 

Pasal 12 

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan 
Struktural Eseln III A. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UP. Penyelidikan, Pengujian 
dan Pengukuran Tata Air wajib taat dan berpedoman pada ketentuan 
peraturan'perundang-undangan. 

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan 
SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air. 

' 
Pasal 14 

Kepala Unit, Kepcla Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana 
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP. 
Penyelidikan, Pen ujian dan Pengukuran Tata Air wajib melaksanakan tugas 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-undangan serta 
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, 
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. 
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Pasal 15

(1) Kepala Oni\, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Saluan
Pelaksaha dcln Ketua Subkelompok Jabalan fungsional pada UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air wajib memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan
petunjuk pelaksanaan tug as, membina dan menilai kinerja bawahan
masing-masin(J .

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tala Usaha, para Kepala Saluan
Pelaksana, I<etua Subkelompok Jabalan Fungsional dan Pegawai pada
UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Tata Air w3jib mengikuli dan
mematuhi perintah kedinasan alasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan pemluran perundang-undangan.

Pasal 16,,
Kepala Unit, \\epala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Saluan Pelaksana
dan Ketua SUb1<elompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP.
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air mengawasi dan
mengendalikC)n pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta rnengambil
langkah-Iangkah y3ng diperlukan apabila rnenemukan adanya penyimpangan
dan/atau indik~si .penyimpangan.,

Pasal 17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tala Usaha, pera Kepala Satuan
Pelaksana, :Ketua Subkelompok Jabalan Fungsional dan Pegawai pada
UP. Penyeliclikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing,masin(1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-lIndangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1).
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai ballan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekrelariat D3erah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelapc,:an dan reformasi
birokrasi 1erhadap UP. Penyelidikan. Pengujian dan Fengukllran TatCl Air
sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan
dan reforrnasi oirokrasi Dinas Tata Air.

(2) Ketentuan lebi.l lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dirnaksud pacla
ayat (1), c1ial-Jr dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai. pada UP. Penyelidikan, Pengujian dan F"engukuran Tata Air
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri ata~ :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b.. Pegawai Pe,merintah dengan Perjanjian Kerja.
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Pasal 15 

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan 
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air wajib memimpin, 
mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan 
masing-masing. 

(2) Kepala Uni1, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan 
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada 
UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Tata Air wajib mengikuti dan 
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 
+ 

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana 
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan 
dan/atau indikasi penyimpangan. 

; 

Pasal 17 

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan 
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada 
UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air wajib 
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ). 
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan 
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-rnasing. 

Pasal 18 

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan 
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelapaan dan reformasi 
birokrasi ierhadap UP. Penyelidikan. Pengujian dan Fengukuran Tata Air 
sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan 
dan reformasi oirokrasi Dinas Tata Air. 

(2) Ketentuan lebin lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatar dengan Peraturan Gubernur. 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 

(1) Pegawai pada UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air 
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas : 

a. Pegawai Negeri Sipil; dan 
b .. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 
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(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan r:erundang-undangan
tentang Apara~ur Sipil Negara.

(3) Dalam . pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, UP. Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran Tata Air mendapat pembinaan deri Sekretaris
Daerah rnelalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari
pembinaan Kepegawaian Dinas Tata Air.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelak',anaan tugas dan fungsi UP. Penyelidikan, Pengujian dan
Pengukuran Tata Air dibebankan pad a Anggaran Pendaoatan dan Belanja
Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang
Keuangan Ne!~ara/Daerah.

Pasal 21

(1 )

(2)

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tunas dim fungsi UP.
Penyelidikan, F'engujian dan Pengukuran Tata Air m;'rupakan pendapatan
daerah.

Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh UP. Penyelidikan. Pengujian dan
Pengukuran Tata Air sebagai prasarana dan sarana kerja merllpakan aset
daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dir:isahkan.

(2) Pengelolaan 2set atau prasarana dan sarana kerja secagaimana c1imakslici
pada ayet. i1), dilaksanakan sesuai dengan 1\ 3lentuan peratllran
perundan~-undangan Bidang Keuangan Negara/Daeri1h clan ketentuim
peraturan pmundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian. hibah
atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada UP. PEnyelidikan, Pengujian dan
Pengukuran Tata Air dalam rangka pelaksan'lan lugas dan fungsinya
merupakml penerimaan barang daerah.
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(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang Aoaratur Sipil Negara. 

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Up, Penyelidikan, 
Pengujian dan Pengukuran Tata Air mendapat pembinaan dari Sekretaris 
Daerah rnelalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari 
pembinaan Kepegawaian Dinas Tata Air. 

BAB VIII 

KEUANGAN 

Pasal 20 
' ' 

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Penyelidikan, Pengujian dan 
Pengukuran Tata Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang 
Keuangan Negara/Daerah. 

Pasal 21 

( 1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UP. 
Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air merupakan pendapatan 
daerah. 

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1). 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Bidang Keuangan Negara/Daerah. 

BAB IX 

ASET 

Pasal 22 

(1) Aset yang dipergunakan oleh UP. Penyelidikan, Pengujian dan 
Pengukuran Tata Air sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset 
daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

(2) Pengelolaan eset atau prasarana dan sarana kerja setagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ktentuan peraturan 
perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. 

Pasal 23 

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian. hibah 
atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada UP. Penyelidikan. Pengujian clan 
Pengukuran Tata Air dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya 
merupakan penerimaan barang daerah. 
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(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat f'engelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Urnum Daerah (BUD) untuk dicatat
dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

(1) UP. Penyelidi><an, Pengujian dan Pengukuran Tata Air rnenyusun dan
menyarnpaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan
dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain rneliputi laporan :

a. kepegawai<m;

b. keuan~;Jan; I

c. kinerja:

d. barang;

e. akuntabilitas: dan

f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, UP. Penyelidikan, Pengujian clan Pengukuran Tata
Air mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bag ian dari sistem
pengendalian .internal Dinas Tata Air.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air
dilaksanakan oh?h :

a. Lembaga Ne£lara yang rnernpunyai tugas memerik[;a pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. Aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan Peralatan Kerja diatu ../ditetapkan deng<m
Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan.
kemampuan !:euangan daerah dan prioritas daerah.

1.2 

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). segera 
dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada 
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Urnum Daerah (BUD) untuk dicatat 
dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah. 

BAB X 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 24 

(1) UP. Penyelidian, Pengujian dan Pengukuran Tata Air menyusun dan 
menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan 
dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), antara lain meliputi laporan : 

a. kepegawaian; 
b. keuangan; 
c. kinerja; 
d. barang; 

I 

e. akuntabilitas; dan 
f. kegiatan. 

Pasal 25 

Dalam rangka akuntabilitas, UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata 
Air mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem 
pengendalian internal Dinas Tata Air. 

BAB XI 

PENGAWASAN 

Pasal 26 

Pengawasan terhadap Up. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Tata Air 
dilaksanakan oleh : 

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara; dan 

b. Aparat pengawasan intern pemerintah. 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal27 
I 

Formasi Jabatan dan Kebutuhan Peralatan Kerja diatu/ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, 
kemampuan f:euangan daerah dan prioritas daerah. 
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Per<jturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nemer 9
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Penyelidikan, Pengukuran Dan Pengujian dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

tid

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKf"{ETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERI fA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTlI.
TAHUN 2014 NOMOR 62219

' 
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BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit 
Penyelidikan, Pengukuran Dan Pengujian dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2014 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

BASU KIT. PURNAMA 

Diurdangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd. 

SAEFULLAH 

BERTA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2014 NOMOR 62219 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HU}KUM SE KRETARIAi DAERAH 

PROVINS[D~ERA'K#HUSUS IBUKOTA JAKARTA · l Ry 
# 
} 

- RAHAYU 
281985032003 
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